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Abstract 

 

 

 

 

 Penelitian ini menganalisis praktik barter exposure antara Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) dan pihak yang melakukan promosi melalui 

Instagram di Bandar Lampung berdasarkan hukum ekonomi syariah. 

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif 

dan desain deskriptif-analitis. Informan penelitian berjumlah enam orang, 

terdiri dari tiga pemilik UMKM dan tiga influencer yang dipilih menggunakan 

teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara semi-

terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui 

pengelompokan tema, perbandingan antarkasus, serta pengujian terhadap 

unsur akad dan prinsip ijarah. Temuan menunjukkan tiga pola kerja sama: 

pertukaran produk makanan dengan promosi Instagram; kolaborasi toko 

busana yang perlu dibedakan dari transaksi sewa pakaian; serta sponsorship 

buket bunga melalui penyelenggara kegiatan, tanpa kesepakatan langsung 

antara UMKM dan peserta yang mengunggah konten. Dari pihak UMKM 

ditemukan keterlambatan posting dan hasil promosi yang tidak sesuai harapan, 

sedangkan dari pihak influencer terdapat brief yang kurang jelas serta 

ketidaksesuaian produk yang diterima. Masalah utama yang muncul ialah 

belum terperincinya sebagian ketentuan, seperti bentuk dan jumlah konten, 

tenggat unggahan, masa tayang, dan tanggung jawab pihak yang terlibat. Tidak 

adanya kontrak tertulis tidak otomatis menjadikan akad mengandung gharar; 

yang perlu dinilai ialah kejelasan substantif para pihak, objek manfaat, imbalan, 

dan kewajiban. Klasifikasi sebagai ijarah al-‘amal hanya tepat apabila jasa 

promosi dan imbalannya jelas serta menjadi bagian dari kesepakatan para 

pihak. 
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1. PENDAHULUAN 

Hukum Islam mengatur hubungan antarmanusia dalam kegiatan muamalah, termasuk 

pertukaran barang, pemanfaatan jasa, dan kerja sama usaha. Salah satu akad yang relevan untuk 

menganalisis pertukaran manfaat dengan imbalan adalah ijarah. Dalam fikih muamalah, analisis akad 

harus memperhatikan pihak yang berakad, bentuk manfaat atau pekerjaan, imbalan, serta persetujuan 
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para pihak (Haroen & Fiqh Muamalah, 2000; Mardani, 2015; Suhendi, 2019; Syafe’i, R., 2001). Dalam 

praktik ekonomi digital, pertukaran manfaat tidak selalu menggunakan pembayaran uang, tetapi dapat 

berupa produk atau fasilitas yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan promosi. 

Barter exposure pada Instagram merujuk pada kerja sama ketika pelaku usaha memberikan produk, 

jasa, atau fasilitas, sedangkan pihak yang mempromosikan memberikan manfaat komunikasi 

pemasaran melalui unggahan Feed, Reels, Story, penandaan akun, atau ulasan. Praktik ini berkaitan 

dengan influencer marketing, yakni penggunaan individu yang mempunyai audiens dan kemampuan 

memengaruhi persepsi konsumen untuk menyampaikan pesan mengenai produk atau merk (Campbell 

& Farrell, 2020; Freberg et al., 2011). Kajian terdahulu menelaah kredibilitas influencer, jumlah pengikut, 

kepemimpinan opini, interaksi parasosial, kepercayaan pada konten bermerek, dan niat pembelian. 

(Casaló et al., 2020; De Veirman et al., 2017; Djafarova & Rushworth, 2017; Lou & Yuan, 2019; Sokolova 

& Kefi, 2020) 

Penelitian lain mengkaji komersialisasi influencer, kerja visibilitas, pembentukan personal brand, 

autentisitas, serta pengungkapan konten beriklan (Abidin, 2016; Audrezet et al., 2020; Evans et al., 2017; 

Hudders et al., 2021; Khamis et al., 2017). Literatur tersebut penting untuk memahami konteks promosi 

digital, tetapi fokus utamanya bukan pengujian unsur akad dalam pertukaran produk atau fasilitas 

dengan jasa promosi. Dalam konteks Indonesia, (Mahmudah & Rahayu, 2020) membahas pengelolaan 

konten media sosial korporat pada Instagram, sedangkan (Purnamasari, N. A., & Azhar, H. P. O., 2023) 

meneliti hubungan exposure Instagram dengan minat pengguna jasa transportasi udara. Keduanya 

memberi konteks pemasaran digital, tetapi tidak secara khusus memeriksa keabsahan pertukaran 

manfaat menurut hukum ekonomi syariah. 

Pada sisi hukum Islam, pembahasan ijarah telah menjelaskan prinsip pertukaran manfaat dan 

upah, baik dalam literatur fikih maupun kajian ekonomi syariah (Al-Zuhayli, W., 2011; Antonio, 2001; 

Ascarya, 2011; dalam Muhaimin, 2020; Gemala Dewi, 2018; Karim, 2004) . (Al Fasiri, 2021; Hilal, 2013; 

Syamsinar, 2023) juga membahas konsep ijarah dalam bermuamalah. Namun, penelitian lapangan yang 

menguji apakah ruang lingkup jasa promosi, bentuk imbalan nonuang, tenggat, dan pihak yang 

bertanggung jawab telah dinyatakan cukup jelas dalam praktik barter exposure masih perlu 

dikembangkan. Penelitian ini menempatkan kajian akad sebagai fokus, bukan mengukur efektivitas 

pemasaran atau jumlah penjualan. 

Secara normatif, QS. al-Ma’idah 5:1 memerintahkan pemenuhan akad dan QS. al-Ma’idah 5:2 

menekankan kerja sama dalam kebajikan. Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1 : 

لْعُقُوْد ِۗ        ا                                                                                                                   ي ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ و ْٓا اَوْفُ وْابِا

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! 
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Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2: 

َ شَدِيْدُ الْعِقَابِ  َۗ اِنَّ اللّهٰ
ه                ۝ ٢  وَلَا تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَان ِۖ وَات َّقُوا اللّٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” 

Ayat di atas menggambarkan bahwasanya Allah Swt mengajarkan  pentingnya sikap saling 

tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan serta larangan untuk saling membantu 

dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ayat tersebut menjadi salah satu landasan 

dalam ajaran islam, karena setiap bentuk kerja sama hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan 

memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Dalam praktik sistem barter exposure antara pelaku 

UMKM dan influencer, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui kerja sama yang dilakukan atas dasar 

kesepakatan dan saling memberikan manfaat. Pelaku UMKM memberikan produk atau jasa kepada 

influencer, sedangkan influencer memberikan manfaat berupa promosi melalui media sosial. Oleh 

karena itu, kerja sama tersebut perlu dilaksanakan secara jelas, jujur, dan tidak merugikan salah satu 

pihak agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Prinsip kerelaan 

dalam transaksi juga ditegaskan dalam QS. an-Nisa’ 4:29.  

اَرةًَ عَنْ  ٓ اَنْ تَكُوْنَ تِج لْبَاطِلِ اِلَّا نَكُمْ بِا يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَا تَأْكُلُو ْٓا اَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ نْكُمْ يٰآ َ كَانَ   ۗ  وَلَا تَ قْتُ لُو ْٓا انَْ فُسَكُمْ  تَ رَاضٍ م ِّ ۗ  اِنَّ اللّهٰ

۝٢٩ بِكُمْ رحَِيْمًا  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak 

benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan dasar ijarah (Dewan Syariah Nasional–

Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2000), sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 

mengatur akad ijarah dalam cakupan yang lebih luas, termasuk kejelasan manfaat dan kemungkinan 

penyampaian akad secara lisan, tertulis, atau elektronik (DSN-MUI, 2017). Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (PERMA No. 2 Tahun 2008), khususnya Pasal 295–296, juga menempatkan pihak, objek, dan 

akad sebagai unsur ijarah serta mensyaratkan shigat yang jelas. (Indonesia, 2008) 

Permasalahan yang hendak dikaji bukan semata-mata ketiadaan dokumen tertulis. Kesepakatan 

lisan atau melalui pesan digital dapat menunjukkan persetujuan, tetapi substansi kesepakatan tetap 

harus dapat diketahui: produk atau fasilitas apa yang diberikan, apakah hak milik berpindah atau 

hanya hak pakai, konten seperti apa yang wajib dibuat, kapan diunggah, berapa lama ditayangkan, 

serta siapa yang bertanggung jawab. Ketidakjelasan pada unsur-unsur pokok tersebut dapat 
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menimbulkan perbedaan pemahaman dan potensi gharar, sedangkan tidak adanya tulisan saja tidak 

cukup untuk menyimpulkan akad bermasalah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan pola barter 

exposure pada tiga kasus UMKM di Bandar Lampung dan menilainya berdasarkan unsur akad serta 

prinsip hukum ekonomi syariah. Kontribusi penelitian terletak pada pembedaan hubungan promosi 

langsung, hubungan sewa dan kolaborasi pada toko busana, serta sponsorship melalui penyelenggara 

kegiatan. Dengan pembatasan tersebut, analisis diharapkan tidak menggeneralisasi seluruh praktik 

barter exposure, melainkan menunjukkan kondisi yang perlu diperiksa agar akad dan tanggung jawab 

para pihak menjadi jelas. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif dan desain 

deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian memeriksa praktik kerja sama 

yang berlangsung di masyarakat sekaligus menilainya menggunakan norma hukum ekonomi syariah. 

Desain kualitatif digunakan untuk memahami bentuk kesepakatan, pengalaman, serta pemahaman 

para pihak dalam konteks kerja sama tertentu (Amiruddin, & Asikin, Z., 2016; Creswell, 2016; Denzin 

& Lincoln, 2011; Jw, 1998; Soekanto, 2007). Lokasi penelitian adalah Bandar Lampung, dengan tiga 

kasus usaha, yaitu UMKM kuliner/bakso, toko busana, dan usaha buket bunga. 

Informan dipilih menggunakan purposive sampling dan berjumlah enam orang: tiga pelaku 

UMKM serta tiga influencer atau peserta kegiatan promosi. Data penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan para informan tidak seluruhnya berbentuk pasangan langsung antara satu UMKM dan satu 

influencer. Pada kasus bakso, kerja sama promosi dibahas antara pihak usaha dan Annisa; pada toko 

busana, kolaborasi melibatkan Raden serta pihak lain dalam kegiatan promosi atau pageant; 

sedangkan pada kasus buket, sponsorship disalurkan melalui penyelenggara pre-pageant dan Rahma 

berperan sebagai peserta yang ikut mengunggah konten. Karena itu, kasus buket dianalisis sebagai 

hubungan beberapa pihak, bukan diasumsikan sebagai kontrak langsung antara UMKM dan Rahma. 

Pemilihan informan dan pemahaman konteks kasus mengikuti prinsip penelitian lapangan kualitatif. 

(Aulia et al., 2024; Moleong, 2017; Nasution, 2023; Yin, 2018) 

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap informan dan observasi atas 

praktik promosi yang relevan. Data sekunder meliputi literatur fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI, 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan ketentuan hukum terkait. Dokumentasi mencakup bukti 

kerja sama yang tersedia, tangkapan layar percakapan atau kesepakatan, serta unggahan promosi di 

Instagram. Dokumen digunakan untuk memeriksa konsistensi informasi wawancara sejauh bukti yang 

relevan tersedia; keterangan yang tidak didukung dokumen tidak diperlakukan sebagai fakta 
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terverifikasi. Pengumpulan dan evaluasi data dilakukan secara terbuka dan kontekstual sebagaimana 

disarankan dalam penelitian kualitatif. (Patton, 2015; Sugiarto, 2019; Sugiyono, 2017) 

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, transkrip wawancara dan catatan dokumentasi 

dibaca berulang, lalu informasi dikelompokkan ke dalam tema: pihak yang berakad, bentuk 

kesepakatan, objek pertukaran, imbalan, waktu dan bentuk promosi, serta pelaksanaan kewajiban. 

Kedua, keterangan pelaku UMKM dibandingkan dengan keterangan influencer atau peserta kegiatan. 

Ketiga, informasi tersebut diperiksa silang dengan unggahan atau bukti kerja sama yang tersedia 

untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan. Keempat, setiap kasus dianalisis berdasarkan 

unsur akad ijarah, prinsip kerelaan, kejelasan manfaat dan imbalan, serta indikasi ketidakjelasan 

substantif yang mungkin menimbulkan gharar. Proses pengodean dan pengembangan tema mengacu 

pada (Miles et al., 2014) dan (Braun & Clarke, 2006), sedangkan perbandingan lintas sumber digunakan 

sebagai bentuk triangulasi secara transparan. (Farmer et al., 2006) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam praktik sistem barter exposure antara pelaku UMKM dan influencer, konsep ijarah dapat 

dikaitkan dengan adanya pertukaran manfaat berupa jasa promosi. Influencer memberikan manfaat 

kepada pelaku UMKM melalui kegiatan promosi produk di media sosial Instagram, sedangkan 

influencer memperoleh imbalan berupa produk atau jasa yang diberikan oleh pelaku UMKM. Oleh 

karena itu, praktik tersebut dapat dianalisis berdasarkan ketentuan akad ijarah, khususnya mengenai 

kejelasan manfaat, bentuk imbalan, kesepakatan para pihak, serta hak dan kewajiban yang timbul dari 

kerja sama tersebut. 

3.1.  Praktik Barter Exposure antara UMKM dan Influencer melalui Media Sosial Instagram di 

Bandar Lampung 

Wawancara terhadap tiga pelaku UMKM dan tiga influencer atau peserta kegiatan promosi 

menunjukkan tiga pola kerja sama yang berbeda. Pada kasus UMKM kuliner/bakso, produk makanan 

diberikan sebagai imbalan atas unggahan Instagram. Pada toko busana, kerja sama mencakup beberapa 

bentuk, termasuk sponsorship atau kolaborasi promosi dan aktivitas sewa pakaian. Pada usaha buket 

bunga, produk diberikan sebagai sponsorship kepada penyelenggara kegiatan pre-pageant, sedangkan 

peserta membantu memperkenalkan kegiatan melalui akun Instagram. Perbedaan pihak dan objek ini 

penting agar ketiga pola tidak langsung dikategorikan sebagai akad yang sama. 

Informan UMKM kuliner yang disebut Pia menjelaskan bahwa usaha telah menjalankan promosi 

melalui Instagram selama sekitar tiga tahun dan bekerja sama dengan pihak promosi beberapa kali 

dalam sebulan. Produk makanan diberikan, kemudian pihak promosi membuat unggahan di media 

sosial. Menurut informan, promosi yang telah disepakati terlaksana dan ia tidak mengalami kejadian 
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ketika produk telah diberikan tetapi promosi sama sekali tidak dilakukan. Dengan demikian, data pada 

kasus ini tidak mendukung kesimpulan tentang kerugian aktual atau pelanggaran promosi. Catatan 

yang relevan ialah kesepakatan masih sederhana dan tidak selalu merinci jumlah produk, jenis konten, 

waktu unggah, durasi tayang, serta kewajiban masing-masing pihak. 

Dari sisi influencer Annisa, kerja sama dengan usaha makanan biasanya dilakukan melalui 

komunikasi sebelum promosi dan dapat berupa satu unggahan. Informan juga menerangkan bahwa 

beberapa kerja sama lain dapat menuntut banyak bagian konten, proses pembuatan dan penyuntingan 

video, transportasi, serta waktu tambahan. Keterangan ini menggambarkan bahwa ruang lingkup 

pekerjaan sebaiknya dinyatakan sejak awal. Namun, pengalaman umum tersebut tidak boleh 

diperlakukan sebagai bukti bahwa UMKM kuliner dalam kasus ini telah melanggar kesepakatan, sebab 

informan menyatakan bahwa kerja sama yang dibahas berjalan. 

Pada toko busana, manajemen menjelaskan kerja sama dengan influencer, content creator, dan 

peserta pageant melalui bentuk collaboration atau sponsorship, dengan produk atau fasilitas sebagai 

bagian dari kerja sama promosi. Terdapat pula transaksi sewa pakaian yang memiliki ketentuan biaya 

sewa, penggunaan, pengembalian, dan biaya tambahan apabila terlambat. Aktivitas sewa dan barter 

exposure perlu dipisahkan dalam analisis karena objek serta kewajibannya berbeda: sewa berkaitan 

dengan hak menggunakan pakaian untuk jangka waktu tertentu, sedangkan kerja sama promosi 

berkaitan dengan pekerjaan konten atau publikasi. Data yang tersedia belum menunjukkan bahwa 

seluruh kolaborasi mempunyai format dan rincian kewajiban yang seragam. 

Pada usaha buket bunga, pemilik memberikan buket sebagai sponsorship bagi kegiatan pre-

pageant melalui penyelenggara. Pemilik berharap sponsorship dapat memberikan eksposur kepada 

usahanya, tetapi tidak melakukan kesepakatan secara langsung dengan Rahma atau peserta lain. 

Rahma menerangkan bahwa koordinasi kegiatan promosi dilakukan melalui penyelenggara dan 

unggahan dibuat untuk memperkenalkan kegiatan, antara lain melalui Story, Feed, Reels, dan 

penandaan akun. Oleh sebab itu, belum cukup dasar untuk menyebut hubungan UMKM dengan 

Rahma sebagai akad jasa promosi langsung. Penilaian hukum harus lebih dahulu mengidentifikasi isi 

kesepakatan UMKM–penyelenggara serta kewajiban peserta terhadap penyelenggara. 
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Tabel 1. Data Rincian Praktik Sistem Barter Exposure pada Media Sosial Instagram di Kota Bandar   

Lampung 

No. Kasus/aktor Promosi Produk/fasilitas Kesepakatan/catatan 

1 Bakso; Annisa 

(7.120 pengikut) 

Reels 

Instagram 

(13 detik) 

Makanan/minuman Konten tetap tersedia. Informan 

menyatakan promosi terlaksana; rincian 

kerja sama belum lengkap. 

2 Toko busana; 

Raden (1.406 

pengikut) dan 

pihak lain 

Feed 

Instagram/ko

laborasi 

Kemeja batik, 

beskap, baju adat 

Konten tetap tersedia. Pisahkan 

kerja sama promosi dari transaksi 

sewa pakaian. 

3 Usaha buket; 

Rahma (1.325 

pengikut) sebagai 

peserta 

Feed, 

penandaan 

akun, Story 

Buket bunga untuk 

pre-pageant 

Masa tayang tercatat satu tahun. 

Sponsorship melalui 

penyelenggara; akad UMKM–

Rahma tidak teridentifikasi. 

 

Tabel 1 merangkum bentuk pertukaran dan ketentuan yang dapat diidentifikasi dari tiga kasus. 

Informasi tentang jumlah pengikut dan format konten hanya menggambarkan konteks unggahan, 

bukan ukuran otomatis atas nilai jasa atau keberhasilan promosi. Data lapangan lebih kuat mendukung 

temuan tentang variasi struktur kerja sama dan belum seragamnya rincian kesepakatan daripada klaim 

adanya kerugian atau keterlambatan aktual pada seluruh kasus. 

3.2   Kerangka Hukum Ekonomi Syariah dan Pengujian Unsur Akad 

Kata ijarah dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Ajran semakna dengan kata al-'iwadh yang 

mempunyai arti ganti dan upah dan juga dapat berarti sewa atau upah. (Syamsinar., 2023). Secara 

istilah, pengertian ijarah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Manfaat tersebut 

terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain 

mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan 

insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh. 

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, setiap bentuk kerja sama harus dilakukan atas dasar keadilan 

(adl), kerelaan (ridha), dan kesepakatan yang jelas antara para pihak. Dalam kerja sama barter exposure, 

sejak awal perlu dijelaskan mengenai produk yang diberikan, bentuk promosi yang dilakukan, waktu 

posting, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku 

UMKM dan influencer di Kota Bandar Lampung, masih terdapat kerja sama yang dilakukan hanya 

berdasarkan kesepakatan lisan sehingga beberapa ketentuan dalam kerja sama belum dijelaskan secara 

terperinci. Dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah akad pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa 

dari satu pihak kepada pihak lain dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan,dengan adanya pembayaran 
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imbalan atau upah tanpa memindahkan hak kepemilikannya tertentu sesuai kesepakatan,dengan 

adanya pembayaran imbalan atau upah tanpa memindahkan hak kepemilikannya. Menurut Hanafiah, 

rukun ijarah terdiri dari ijab dan kabul. Sementara itu, menurut Jumhur ulama, rukun ijarah meliputi 

pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu mu’jir (pemberi sewa atau jasa) dan musta’jir (penerima sewa 

atau jasa), shighat atau ijab kabul, manfaat yang menjadi objek akad, serta upah atau imbalan yang 

diberikan. Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa akad ijarah sah apabila terdapat ijab kabul yang 

menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak dan para pihak yang berakad memiliki kemampuan 

untuk melakukan transaksi. Adapun mazhab Syafi’i menambahkan syarat balig bagi pihak yang 

melakukan akad. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun ijarah 

terdiri atas empat unsur utama, yaitu kedua belah pihak yang berakad, ijab kabul, manfaat atau jasa 

yang diberikan, serta upah atau imbalan yang disepakati. (Syamsul, 2013) 

Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak melalui lafaz yang menunjukkan akad 

ijarah, maka akad tersebut sudah dianggap sah .Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa 

rukun ijarah meliputi pihak yang menyewakan (mu’jir), pihak penyewa (musta’jir), upah atau sewa 

(ajr), manfaat, serta shighah berupa ijab dan qabul .Mengenai syarat akad ijarah, para pihak yang 

melakukan akad pada dasarnya harus memenuhi syarat sebagaimana akad lainnya, yaitu berakal sehat 

dan telah dewasa. Namun, ulama memiliki perbedaan pendapat terkait anak yang belum dewasa tetapi 

sudah mumayyiz. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan anak mumayyiz melakukan akad 

ijarah dengan syarat mendapat izin dari walinya. Oleh karena itu, akad yang dilakukan masih bersifat 

mauquf atau menunggu persetujuan wali (Rosita taheyo, 2018) 

Menurut Jumhur ulama, rukun ijarah terdiri atas empat unsur, yaitu pihak-pihak yang melakukan 

akad (mu’jir dan musta’jir), shighat atau ijab kabul, manfaat atau jasa yang menjadi objek akad, serta 

upah atau imbalan. Keempat unsur tersebut dapat digunakan untuk menganalisis praktik barter 

exposure antara pelaku UMKM dan influencer. Dalam praktik ini, pelaku UMKM memberikan produk 

atau fasilitas, sedangkan influencer memberikan jasa promosi melalui media sosial Instagram sebagai 

bentuk timbal balik. Oleh karena itu, perlu dikaji apakah para pihak telah mencapai kesepakatan yang 

jelas, manfaat jasa promosi dapat diketahui, serta imbalan yang diberikan telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. (Ghofar, 2010) 

Ijarah atas pekerjaan yang memiliki bentuk dan ruang lingkup yang jelas, seperti jasa tukang 

bangunan, penjahit, pekerja pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Pelaksanaan ijarah atas pekerjaan 

dapat dilakukan secara perseorangan, seperti mempekerjakan asisten rumah tangga, maupun dalam 

bentuk jasa yang diberikan kepada masyarakat secara umum, seperti jasa penjahit, tukang sepatu, dan 

pekerja pabrik. (Akhmad Farroh Hasan, 2014) 
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Penilaian hukum terhadap barter exposure perlu dimulai dari substansi kesepakatan, bukan dari 

ada atau tidaknya dokumen tertulis. Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan akad 

ijarah sebagai pertukaran manfaat dengan ujrah dan membolehkan shigat disampaikan secara lisan, 

tertulis, melalui isyarat, tindakan, atau sarana elektronik sepanjang sesuai ketentuan syariah. Fatwa 

DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 juga menekankan bahwa manfaat jasa harus dapat dinilai, dapat 

dilaksanakan, dibolehkan, dan dikenali secara spesifik untuk menghindari ketidaktahuan yang dapat 

memicu sengketa. Ketentuan tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 295–

296 mengenai rukun ijarah dan kejelasan shigat. (Indonesia, 2008) (Dewan Syariah Nasional–Majelis 

Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2000, 2017) 

Dalam kajian fikih muamalah, pengujian akad memperhatikan pihak yang cakap dan berwenang, 

ijab-kabul atau bentuk persetujuan yang dapat dibuktikan, objek manfaat yang dibolehkan, serta 

imbalan yang jelas (Al-Zuhayli, W., 2011; Haroen & Fiqh Muamalah, 2000; Mardani, 2015; Suhendi, 

2019; Syafe’i, R., 2001). Literatur hukum perikatan dan ekonomi syariah juga menekankan kejelasan hak 

serta kewajiban para pihak dan konsekuensi apabila janji tidak dipenuhi (Abd Ghofur, 2010; dalam 

Muhaimin, 2020; Gemala Dewi, 2018; Salim, 2021). Secara konseptual, pembahasan akad dan produk 

keuangan syariah memberi dasar untuk memahami manfaat dan ujrah, tetapi klasifikasi tetap harus 

ditentukan berdasarkan bentuk transaksi yang benar-benar dilakukan. (Antonio, 2001; Ascarya, 2011; 

El-Gamal, M. A., 2006; Karim, 2004) 

Untuk kepentingan analisis artikel ini, unsur akad diuji melalui lima pertanyaan: (1) apakah pihak 

yang membuat kesepakatan telah teridentifikasi dan memiliki kewenangan; (2) apakah persetujuan 

para pihak dapat diketahui dari komunikasi atau tindakan; (3) apakah jenis dan kuantitas 

produk/fasilitas serta statusnya—berpindah kepemilikan atau hanya dipakai—cukup jelas; (4) apakah 

bentuk, jumlah, spesifikasi, tenggat, dan masa tayang promosi diketahui; dan (5) apakah tanggung 

jawab, cara konfirmasi, serta tindak lanjut ketika kesepakatan tidak dilaksanakan dapat diidentifikasi. 

Ketidakseimbangan nilai ekonomi tidak otomatis membatalkan akad jika para pihak menyepakatinya 

secara sadar, tetapi objek atau kewajiban pokok yang tidak jelas dapat menimbulkan jahalah dan 

potensi gharar. 

Klasifikasi akad juga harus mengikuti objek hubungan yang sebenarnya. Ijarah al-manfa’ah 

relevan ketika yang dipertukarkan ialah hak menggunakan barang—misalnya pakaian untuk jangka 

waktu tertentu—sedangkan ijarah al-‘amal relevan ketika terdapat pekerjaan atau jasa promosi yang 

menjadi objek kesepakatan. Bila produk makanan atau buket diserahkan sebagai imbalan atas 

pekerjaan promosi, analisis jasa dan imbalan nonuang dapat digunakan jika hubungan timbal balik itu 

memang disepakati secara jelas. Sebaliknya, jika barang diberikan sebagai sponsorship kepada 

penyelenggara dan peserta mengunggah konten berdasarkan koordinasi penyelenggara, hubungan 
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kontraktual setiap pihak harus diperiksa terpisah; tidak tepat langsung menganggapnya sebagai akad 

ijarah langsung antara sponsor dan peserta. 

3.3 Analisis Praktik Barter Exposure dan Potensi Gharar 

Pada kasus bakso, keterangan kedua pihak menunjukkan adanya persetujuan umum untuk 

menukar produk makanan dengan unggahan promosi. Informan UMKM menyatakan promosi 

berjalan, sehingga tidak ada bukti dari kasus ini bahwa kewajiban promosi sama sekali tidak 

dipenuhi. Akan tetapi, rincian jumlah produk, bentuk konten, waktu unggah, dan masa tayang tidak 

selalu dirumuskan secara terperinci. Kondisi tersebut lebih tepat dinilai sebagai kelemahan perincian 

kesepakatan dan risiko perbedaan penafsiran, bukan bukti langsung bahwa transaksi telah 

mengandung gharar yang membatalkan akad. 

Pada toko busana, analisis perlu memisahkan transaksi sewa pakaian dari kerja sama promosi. 

Jika pakaian dipinjamkan atau disewakan untuk dipakai dalam jangka waktu tertentu, unsur 

manfaat, periode penggunaan, biaya, pengembalian, dan tanggung jawab atas keterlambatan menjadi 

fokus penilaian ijarah al-manfa’ah. Jika pakaian atau fasilitas diberikan sebagai imbalan atas konten, 

barulah hubungan tersebut dapat dinilai sebagai jasa promosi dengan imbalan nonuang. Karena 

keterangan menunjukkan adanya beberapa model kerja sama, satu klasifikasi akad tidak dapat 

diberlakukan bagi seluruh hubungan tanpa memeriksa kesepakatan masing-masing. 

Pada kasus buket bunga, fakta yang tersedia memperlihatkan pemberian sponsorship kepada 

penyelenggara dan partisipasi Rahma dalam publikasi acara. Tidak ditemukan informasi bahwa 

UMKM secara langsung menunjuk Rahma, menyepakati jumlah konten dengannya, atau menjadikan 

unggahan Rahma sebagai kewajiban langsung dalam kontrak sponsor. Dengan demikian, relasi 

UMKM–penyelenggara dan relasi penyelenggara–peserta harus dianalisis secara terpisah. Apabila 

eksposur merek merupakan syarat sponsorship, syarat itu sebaiknya dicantumkan dalam 

kesepakatan dengan penyelenggara, termasuk pihak yang bertanggung jawab memastikan publikasi 

terlaksana. 

Perbandingan ketiga kasus menunjukkan bahwa potensi ketidakjelasan terutama muncul ketika 

para pihak belum menyepakati secara spesifik objek dan batas pekerjaan, atau ketika terdapat 

perantara yang membuat tanggung jawab promosi tidak langsung terlihat. Ketidakadaan kontrak 

tertulis saja tidak membuktikan gharar, karena Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 

mengakui bentuk akad lisan maupun elektronik. Sebaliknya, percakapan tertulis juga tidak otomatis 

menjamin kejelasan jika hanya menyebut “promosi” tanpa mendefinisikan produk, konten, tenggat, 

masa tayang, dan pihak yang wajib melakukannya. (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama 

Indonesia [DSN-MUI], 2017) 
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Agar kesepakatan dapat diuji secara lebih terukur, para pihak perlu menyebutkan jenis, jumlah, 

kondisi, nilai acuan, serta status produk atau fasilitas; bentuk dan jumlah konten; platform dan akun 

yang ditandai; tenggat publikasi; masa tayang; kewajiban menyampaikan informasi produk secara 

benar; serta mekanisme konfirmasi, revisi konten, pembatalan, dan penyelesaian jika kewajiban tidak 

dipenuhi. Pada skema sponsorship melalui penyelenggara, harus dinyatakan siapa penerima 

sponsorship, siapa yang mempunyai kewajiban promosi, dan kepada siapa pertanggungjawaban 

disampaikan. Kejelasan ini melindungi kerelaan dan keadilan para pihak tanpa menganggap seluruh 

barter exposure sebagai transaksi bermasalah. 

4. KESIMPULAN 

Secara empiris, enam informan pada tiga kasus di Bandar Lampung memperlihatkan pola 

pertukaran yang tidak seragam. Kasus bakso menukar produk makanan dengan unggahan promosi 

dan informan UMKM menyatakan promosi terlaksana. Toko busana melibatkan kolaborasi promosi 

sekaligus aktivitas sewa pakaian yang perlu dibedakan. Pada kasus buket, produk diberikan sebagai 

sponsorship kepada penyelenggara, sedangkan peserta mempromosikan kegiatan tanpa kesepakatan 

langsung yang teridentifikasi dengan UMKM. Temuan ini terbatas pada kasus yang diteliti dan tidak 

dapat digeneralisasi untuk seluruh praktik barter exposure di Indonesia. 

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kerja sama langsung berupa pekerjaan promosi yang 

ditukar dengan produk atau fasilitas dapat dianalisis sebagai ijarah al-‘amal apabila pihak, manfaat 

jasa, imbalan, dan kewajiban telah disepakati dengan jelas. Hubungan sewa pakaian lebih dekat dengan 

ijarah al-manfa’ah. Untuk sponsorship buket, klasifikasi akad harus mengikuti kontrak antara UMKM 

dan penyelenggara serta hubungan terpisah antara penyelenggara dan peserta. Berdasarkan data yang 

tersedia, persoalan utama adalah belum terperincinya sebagian ketentuan dan potensi perbedaan 

pemahaman; data tidak cukup untuk menyatakan bahwa semua kasus mengalami kerugian atau 

otomatis mengandung gharar. 

Secara praktis, kesepakatan sebaiknya dicatat secara tertulis atau melalui pesan digital yang 

mudah ditelusuri dengan memuat produk/fasilitas dan status kepemilikannya, bentuk serta jumlah 

konten, tenggat unggah, masa tayang, penandaan akun, tanggung jawab masing-masing pihak, dan 

mekanisme penyelesaian apabila kewajiban tidak dipenuhi. Pencatatan bukan satu-satunya bentuk 

akad yang sah, tetapi membantu membuktikan dan memperjelas kesepakatan. Rekomendasi tersebut 

ditujukan untuk mengurangi ketidakjelasan substantif serta menjaga kerelaan dan keadilan sesuai 

prinsip hukum ekonomi syariah. 
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